
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1780, 2018 KEMENPERIN. Lembaga Penilaian Kesesuaian. 

SNI Semen. Pencabutan. 

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 44 TAHUN 2018 

TENTANG 

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN 

PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk kemudahan dan efektivitas pelaksanaan 

pemberlakuan dan pengawasan terhadap Standar 

Nasional Indonesia Semen secara wajib, telah dilakukan 

evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang 

ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 

05/M-IND/PER/1/2016 tentang Lembaga Penilaian 

Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan 

Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen secara 

Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/5/2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 05/M-IND/PER/1/2016 tentang Lembaga 

Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan 

Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen secara 

Wajib; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali 

penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk 

melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu 
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Semen; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga 

Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan 

Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen secara 

Wajib; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5584); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6016); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang 

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6225); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 142); 

  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/ 

PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang 
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Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 308); 

  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ 

PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806); 

  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-

IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar 

Nasional Indonesia Semen secara Wajib (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1454); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA 

PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN 

DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN 

SECARA WAJIB. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Semen adalah semen portland putih, semen 

portland pozolan, semen portland, semen 

portland campur, semen masonry, dan semen 

portland komposit. 

2. Semen Portland Putih adalah semen hidrolis yang 

berwarna putih dan dihasilkan dengan cara menggiling 

terak semen portland putih yang terutama terdiri atas 

kalsium silikat dan digiling bersama-sama dengan bahan 

tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa 

kalsium sulfat. 

3. Semen Portland Pozolan adalah semen hidrolis yang 

terdiri dari campuran yang homogen antara semen 

portland dengan pozolan halus, yang diproduksi dengan 

menggiling klinker semen portland dan pozolan bersama-

sama atau mencampur secara merata bubuk semen 

portland dengan bubuk pozolan atau gabungan antara 

menggiling dan mencampur dimana kadar pozolan 6% 

(enam persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) 
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massa semen portland pozolan. 

4. Semen Portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan 

dengan cara menggiling terak semen portland terutama 

yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan 

digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa 

satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat 

dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lain. 

5. Semen Portland Campur adalah suatu bahan pengikat 

hidrolis hasil penggilingan bersama-sama dari terak 

semen portland dan gips dengan satu atau lebih bahan 

anorganik yang bersifat berekasi (inert). 

6. Semen Masonry adalah semen hidrolis yang digunakan 

terutama dalam pekerjaan menembok dan memplester 

konstruksi yang terdiri dari campuran dari semen 

portland atau campuran semen hirolis dengan bahan 

yang bersifat menambah keplastisan (seperti batu kapur, 

kapur yang terhidrasi atau kapur hidrolis) bersamaan 

dengan bahan lain yang digunakan untuk meningkatkan 

satu atau lebih sifat seperti waktu pengikatan (setting 

time), kemampuan kerja (workability), daya simpan air 

(water retention), dan ketahanan (durability). 

7. Semen Portland Komposit adalah bahan pengikat hirolis 

hasil penggilingan bersama-sama terak semen portland 

dan gips dengan satu atau lebih bahan anorganik atau 

hasil pencampuran antara bubuk semen portland dengan 

bubuk bahan anorganik lain. Bahan anorganik tersebut 

antara lain terak tanur tinggi (blast furnace slag), 

pozolan, senyawa silikat, batu kapur, dengan kadar totaal 

bahan anorganik 6% (enam persen) sampai dengan 35% 

(tiga puluh lima persen) dari massa semen portland 

komposit. 

8. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 

SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang 

menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di 

bidang standardisasi. 

9. Industri Semen di Kementerian Perindustrian. Sertifikat 

Produk Penggunaan Tanda Sni Semen Yang Selanjutnya 
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disebut Sppt-Sni Semen adalah Sertifikat yang 

Dikeluarkan Oleh Lembaga Sertifikasi Produk Kepada 

Produsen yang Mampu Memproduksi Semen Sesuai 

dengan Ketentuan SNI. 

10. Lembaga Sertifikasi Produk yang Selanjutnya disebut 

Lspro adalah Lembaga yang Melakukan Kegiatan 

Sertifikasi Produk dan Menerbitkan Sppt-Sni Semen 

Sesuai Dengan Ketentuan SNI. 

11. Laboratorium Penguji adalah Laboratorium yang 

Melakukan Kegiatan Pengujian Kesesuaian Mutu 

Terhadap Jenis Semen Sesuai Dengan Metode Uji SNI. 

12. Menteri Adalah Menteri yang Menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Perindustrian. 

13. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur 

Jenderal yang Memiliki Tugas, Fungsi, dan Wewenang 

Melakukan Pembinaan Terhadap 

14. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

yang Selanjutnya disebut Kepala Bppi adalah Kepala 

Badan yang Memiliki Tugas, Fungsi, dan Wewenang 

Melakukan Penelitian dan Pengembangan Industri di 

Kementerian Perindustrian. 

 

Pasal 2 

(1) Lspro Yang Telah Terakreditasi Melakukan Sertifikasi 

Terhadap Semen Sesuai Dengan Ketentuan Sni Semen. 

(2) Laboratorium Penguji Yang Telah Terakreditasi 

Melakukan Pengujian Terhadap Semen Sesuai Dengan 

Metode Uji Sni Semen. 

(3) Lspro Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Tercantum 

Dalam Huruf A Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak 

Terpisahkan Dari Peraturan Menteri Ini. 

(4) Laboratorium Penguji Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 

(2) Tercantum Dalam Huruf B Lampiran Yang Merupakan 

Bagian Tidak Terpisahkan Dari Peraturan Menteri Ini. 
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